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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu 

generasi  yang disiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan 

dan sebagai pemegang kendali masa depan suatu negara tidak terkecuali Indonesia.1 

Masa anak-anak merupakan masa yang rentan karena di masa itu  terjadinya 

pertumbuhan dan  pembentukan  jiwa seseorang, oleh karena itu diperlukan 

pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, 

perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan anak  dari segala 

kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.2 

Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan media dan 

komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia 

secara global. Perkembangan teknologi informasi menjadi pisau bermata dua karena 

selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan 

peradaban manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.3   

Perkembangan informasi juga telah mengubah gaya hidup orang tua di dalam 

mendidik anak mereka. Sehingga  membuat anak kurang mendapatkan perhatian dan 

kasih sayang dari orang tua karena terlalu asyik menggunakan Gadget atau mereka

                                                             
1  Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, 

Jakarta,  2011, hlm. 1. 
2 Penjelasan Umum pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3). 
3 Penjelasan Umum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infrormasi dan 

Transaksi Elekronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58). 
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membiarkan anaknya mengoperasikan teknologi komunikasi (handphone atau 

Personal Komputer) tanpa pengawasan. Padahal di dalam perundang-undang telah 

diatur mengenai  hak-hak anak yang  terdiri dari  hak atas kesejahteraan, hak 

mendapatkan perawatan, hak mendapatkan pengasuhan dan hak untuk mendapatkan 

bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam 

asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.4 Anak yang kurang atau 

bahkan tidak mendapatkan kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam 

pengembangan perilaku sikap, penyesuaian diri, aktualisasi, diri serta pengawasan 

orang tua, wali  atau orang tua asuh akan mudah terseret arus pergaulan masyarakat 

dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. 

 Negara Indonesia adalah Negara hukum hal ini tertuang di dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun  1945. Negara Hukum artinya 

secara maknawi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan 

negara dan pemerintahan haruslah berlandaskan, berdasarkan, tunduk, dan patuh atas 

hukum, sebagai barometer untuk mengukur suatu perbuatan atau tindakan baik yang 

telah sesuai atau tidak (menyimpang) dengan ketentuan yang telah disepakati dan 

ditetapkan.5 Demikian juga terkait dengan hal-hal tentang anak, yang telah diatur dan 

ditentukan dalam hukum dan perundangan. Oleh Karena itu, segala bentuk kegiatan 

atau perilaku yang merugikan atau melanggar hak-hak anak secara hukum dapat 

dilakukan penuntutan atau penindakan. 

                                                             
4 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1979  Nomor 32). 
5 Luthfi J kurniawan, Perihal Negara, Hukum, & Kebijakan Publik, Setara Press, Malang, 

2011, hlm. 1. 



3 
 

 
 

 Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan 

tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai 

kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu kegiatan 

hukum yang berakibat hukum. Oleh Karena itu perlu adanya jaminan hukum di 

dalam kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan 

kelangsungan pelindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa 

akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. 

Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek 

pertama  berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundangan-undang yang 

mengatur mengenai hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan 

dan peraturan-peraturan tersebut.6 

Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia 

secara seutuhnya. Hakekat pembangunan manusia adalah pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan perlindungan terhadap anak  

berakibat dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang mengganggu 

penegakan hukum, ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.7 

Perlindungan hukum terhadap anak, dilindungi baik secara nasional maupun 

internasional. Perlindungan didunia internasional dengan dibuatnya dokumen-

dokumen antara lain8 : 

1. Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang kemudian 

dikukuhkan dalam Resolusi Majelis Umum (MU) PBB No. 1386 (XIV) 

                                                             
6 Nashriana, Op.Cit., hlm. 3. 
7 Moch Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, 2005, 

Bandung, hlm. 2. 
8 Ibid., hlm. 3-4. 
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tanggal 20 November 1959 mengenai Declaration of The Rights of The 

Child. 

2. Resolusi MU PBB 40/33 tanggal 29 November 1985 mengenai United 

Nation Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice 

(The Bejing Rules). 

3. Resolusi MU PBB 41/35 tanggal 29 November 1985 mengenai The 

Prevention of Juvenile Delequency. 

4. Resolusi MU PBB 41/85 tanggal 3 Desember 1986 mengenai Declaration 

on Social and Legal Principle Relating to The Protection and Welfare of 

Children, with Special Reference of Foster Placement and Adoption 

Nationally and Internationally. 

5. Resolusi MU PBB 43/121 tanggal 8 Desember 1988 mengenai The Use of 

Children in The lllicit in Narcotic drugs. 

6. Resolusi MU PBB 44/25 tanggal 20 November 1989 mengenai Convention 

of Rights of The Child. 

7. Resolusi ECOSOC 1990/33 tanggal 24 Mei 1990 mengenai The Prevention 

of Drug Consumtion Among Young Persons. 

8. Resolusi MU PBB 45/112 tanggal 14 Desember 1990 mengenai United 

Nation Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyad 

Guidelines). 

9. Resolusi MU PBB 45/113 tanggal 14 Desember 1990 mengenai United 

Nation Rules for The Protection of Juvenile Deproved of Their Liberty. 
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10. Resolusi MU PBB 45/115 tanggal 14 Desember 1990 mengenai The 

Instrumental Use of Children in Criminal Activities. 

11. Resolusi Komisi HAM PBB (Commission on Human Rights) 1993/80 

tanggal 10 Maret 1993 mengenai The Application of International 

Standards Concerning The Human Rights of Detained Juveniles. 

12. Resolusi Komisi HAM 1994/1990 tanggal 9 Maret 1994 mengenai The 

Need to Adopt Effective International Measures for The Prevention and 

Eradication of The Sale of Children, Child Prostitution, and Child 

Pornography. 

13. Resolusi Komisi HAM 1994/1993 tanggal 9 Maret 1994 mengenai The 

 Special Rapporteur on The Sale of Children, Child Prostitution, and 

Child   

 Pornography. 

14. Resolusi Komisi HAM 1991/1993 tanggal 9 Maret 1994 mengenai The 

Plight of Street Children. 

15. Resolusi HAM 1991/1993 tanggal 9 Maret 1994 mengenai The Effects of 

Armed Conflicts on Children’s Lives. 

Berbagai dokumen dan pertemuan internasional  di atas merupakan refleksi dari 

bentuk keprihatinan masyarakat internasional terhadap keadaan buruk atau 

menyedihkan yang dialami anak-anak internasional dan dari dokumen-dokumen di 

atas perlindungan hukum bagi anak dapat menyentuh berbagai aspek antara lain9 : 

a. Perlindungan terhadap hal-hak asasi dan kebebasan anak. 

                                                             
9 Ibid.,  hlm. 5. 
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b. Perlindungan anak dalam proses peradilan. 

c. Perlindungan  kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, 

dan lingkungan sosial). 

d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan. 

e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (Perbudakan, perdagangan 

anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, 

memperalat anak dalam melakukan kejahatan, dsb). 

f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan. 

g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata. 

h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan. 

 

Di Indonesia sebagai upaya perlindungan hukum kepada anak sudah sejak dulu 

diatur di dalam berbagai Undang-Undang antara lain yaitu :10  

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Larangan Bekerja Bagi Anak  

Dibawah Usia Kerja. 

2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1960 tentang Perlunya Lingkungan sehat 

Untuk Pertumbuhan. 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial. 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Cacat, 

Yatim piatu, Fakir Miskin. 

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 

                                                             
10 Ibid., hlm. 6. 
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7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

Indonesia. 

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional. 

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembangunan keluarga 

sejahtera. 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 

12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak 

13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. 

15.  Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

16. Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang. 

17. Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2011  tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 

18. Beberapa pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. 

 

Walaupun anak memiliki jaminan hak yang dilindungi oleh undang-undang 

yang telah di sebutkan di atas namun jika melihat kondisi nyata di lapangan maka 

kita dapat melihat anak-anak yang masih ikut bekerja  untuk membantu 

perekonomian keluarga. 
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Laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(KPP-PA) menyebutkan masih ada tiga juta lebih anak Indonesia yang bekerja dan 

mengurus keluarga. Jumlah total anak Indonesia ditahun 2017 ialah mencapai angka 

87 juta jiwa. Untuk anak dengan rentang usia 10-17 tahun, jumlahnya mencapai 

37.410.000 anak, Idealnya anak usia ini mengikuti pendidikan disekolahnya, namun 

dari data tersebut ditemukan bahwa  2.240.859 anak berstatus sebagai pekerja (5,99 

persen). Disusul kemudian anak mengurus rumah tangga 763.164 anak (2,04 persen) 

dan anak berstatus pengangguran berjumlah 684.603 anak (1,83 persen).11 

Keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga atau kemiskinan merupakan salah 

satu sebab munculnya pekerja anak. Keluarga miskin, terpaksa mengerahkan sumber 

daya keluarga untuk secara kolektif memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi demikian 

mendorong anak-anak yang belum mencapai usia untuk bekerja terpaksa harus 

bekerja. Hasil penelitian menunjukkan, anak-anak yang bekerja ternyata bukan untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri, melainkan justru untuk membantu memenuhi 

kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang berusia di 

bawah 18 tahun. Anak-anak boleh diperkerjakan dengan syarat mendapat izin orang 

tua dan bekerja maksimal 3 jam sehari.12 

Pekerja anak sangat rawan untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak 

layak untuk mereka kerjakan, bahkan cenderung untuk menjadi korban eksploitasi di 

dalam tindak pidana perdagangan orang. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 

                                                             
11 “Tiga juta Anak Bekerja dan Urus Keluarga”,  www.radarpekalongan.co.id/10019/tiga-juta-

anak-bekerja-dan-urus-keluarga, diakses tanggal 23 januari 2018, pukul 09.00 wib. 
12 Nandi, Pekerja Anak dan Permasalahannya, Jurnal Geografi GEA, Vol. 6 No. 1, 2006, 

hlm. 2.  

http://www.radarpekalongan.co.id/10019/tiga-juta-anak-bekerja-dan-urus-keluarga
http://www.radarpekalongan.co.id/10019/tiga-juta-anak-bekerja-dan-urus-keluarga
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2007 yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan 

perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang 

dengan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 

kekerasan atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat 

sehingga memperoleh dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut 

baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi 

atau mengakibatkan orang tereksploitasi.13 

Kemudian di dalam Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Yang 

Terorganisir dan Protokolnya Pasal 3 menjelaskan bahwa tindak pidana perdagangan 

orang adalah  

“The recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by 

means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, 

of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving 

or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having 

control over another person, for the purpose of exploitation”.  

 

Berdasarkan pengertian itu didapatkan tiga unsur dari tindak pidana 

perdagangan orang yaitu  yang pertama perbuatan ini diawali dengan perekrutan 

(recruitment), penerimaan (receipt), penampungan dan pemindahan. Unsur yang 

kedua yaitu berupa cara melakukannya yaitu dengan cara melakukan ancaman, 

paksaan ataupun dengan penipuan  pada korban dengan iming-iming untuk 

mendapatkan kehidupan yang layak dan unsur yang terakhir yaitu tujuan dari tindak 

pidana perdagangan orang yaitu untuk melakukan eksploitasi baik dengan tujuan 

                                                             
13 Henny Nuraeny, Tindak pidana perdagangan orang, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 98. 
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untuk pekerja seks, sebagai tenaga kerja yang dijadikan perbudakan, maupun 

sebagai korban penjualan organ manusia.14 

Pada penjelasan  Pasal  66  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang 

dimaksud dengan eksploitasi  anak secara ekonomi adalah tindakan dengan atau 

tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada 

pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, 

penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara 

melawan hukum memindahkan  atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh 

atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan 

keuntungan materil. 

Menurut Seto Mulyadi dalam tulisannya di Sindonews.com mengatakan 

bahwa “Eksploitasi anak, tanpa disadari, boleh jadi telah mewujud praktik yang 

lazim. mengizinkan atau bahkan mendorong anak untuk bekerja acap kali menjadi 

solusi, yakni ketika orang tua si anak menderita sakit keras ataupun ketika 

penghasilan orang tua tak mencukupi walaupun ia telah bekerja banting tulang tak 

kenal waktu. Silakan periksa rumah-rumah yang memperkerjakan asisten rumah 

tangga. Hampir bisa dipastikan di dalam rumah-rumah itu ada asisten rumah tangga 

yang masih berusia anak-anak yang diperkerjakan sedemikian rupa sehingga mereka 

tidak bersekolah, tidak cukup istirahat, tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga 

                                                             
14 What is Human Trafficking, https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-

human-trafficking, diakses pada tanggal 02 Februari 2018, pukul 12.45 wib. 
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mereka serta mengalami perlakuan salah lainnya. Hal ini membuktikan bahwa 

eksploitasi anak telah terjadi dilingkungan terdekat masyarakat  itu sendiri.15”  

Menganggap anak yang bekerja adalah hal yang biasa, dalam hal ini 

bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia seperti 

kasus yang terjadi pada Tajudin bin Tatang Rusmana di  Tangerang  dimana dia 

didakwa telah melakukan eksploitasi pada dua orang anak yang masih memiliki 

hubungan keluarga dengannya, yaitu Cepi Nurjaman  dan  Dendi Darmawan yang 

keduanya masing-masing berusia 14 tahun. Kedua anak tersebut tidak lagi bersekolah 

dan atas keinginan mereka sendiri memilih untuk bekerja pada  Tajudin bin Tatang 

Rusmana untuk membantu perekonomian keluarga. Oleh Jaksa Tajudin bin Tatang 

Rusmana didakwakan Pasal Pasal  2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

Tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang  dengan tuntutan 3 tahun 

penjara dan denda 120 juta rupiah.16  Tajudin dianggap melakukan perbuatan “telah 

melakukan perekrutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan posisi 

rentan, memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari 

orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang 

tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”. Berdasarkan kasus tersebut Hakim 

memutuskan Tajudin bin Tatang Rusmana memang telah terbukti yang didakwakan 

oleh jaksa, tetapi perbuatan tersebut  tidak merupakan perbuatan pidana karena alasan 

                                                             
15 Seto Mulyadi,  Anak Bekerja pasti Eksploitasi, 

ww.nasional.sindonews.com/read/1248978/18/anak-bekerja-pasti-eksploitasi-1508195493, diakses 

pada tangga 7 Maret 2018, pukul 01.12 wib. 
16 Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng 
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sosiologis dimana anak-anak di desanya sudah terbiasa untuk bekerja sebagai penjual 

cobek. Sehingga Tajudin bin Tatang Rusmana lepas dari segala tuntutan hukum.17 

Kemudian kasus eksploitasi anak lainnya yaitu dilakukan oleh Yuki Irawan bin 

Soharjo Susilo, dimana ia didakwa telah melakukan eksploitasi anak dengan 

memperkerjakan Ajat Sudrajat (berusia 16 tahun), Usup (berumur 17 tahun), Doa 

Supiandi (berumur 16 tahun), Budi (berumur 17 tahun), Rahmat Hidayat (berumur 17 

tahun), Dik-dik Sugianto (berumur 17 tahun) dengan  iming-iming gaji besar di 

pabrik pembuatan kuali miliknya, tetapi ternyata apa yang didapat dan dialami para 

pekerja tersebut tidak seperti yang dijanjikan. Yuki Irawan melakukan tindakan kerja 

paksa dan memanfaatkan fisik para pekerja tersebut untuk mengejar target 

produksinya sebanyak 200 kuali perhari demi mendapatkan keuntungan secara 

sepihak. Perbuatan Yuki Irawan “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta 

melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perekrutan, pengangkutan, 

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau 

memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang-orang 

yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan  mengeksploitasi orang tersebut 

di Wilayah Negara Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 

ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

                                                             
17 Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng 
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Perdagangan Orang. Yuki Irawan oleh  hakim di jatuhkan pidana penjara selama 11 

tahun kemudian dikuatkan dengan putusan banding menjadi 13 tahun penjara.18 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi 

dengan judul PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN  NOMOR 1608/ 

PID.SUS/ 2016/ TNG DAN PUTUSAN HAKIM  NOMOR : 2301/PID.SUS/ 

2013/PN.TNG TENTANG EKSPLOITASI ANAK. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini  dirumuskan sebagai berikut :   

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku 

eksploitasi anak dalam Putusan Pengadilan Nomor. 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng 

dan Putusan Pengadilan Nomor. 2301/Pid.Sus 2013/PN.Tng ? 

2. Apa yang menjadi tujuan hakim dalam Penjatuhan hukuman kepada pelaku 

eksploitasi anak dalam Putusan Pengadilan Nomor. 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng 

dan Putusan Pengadilan Nomor. 2301/Pid.Sus 2013/PN.Tng ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas adapun tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor. 

1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng dan Putusan Pengadilan Nomor. 2301/PID.Sus 

2013/PN.Tng. 

                                                             
18 Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2301/Pid.Sus/2013/PN.Tng. 
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2. Untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan hakim dalam penjatuhan hukuman 

pada pelaku eksploitasi anak dalam Putusan Pengadilan Nomor. 

1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng dan Putusan Pengadilan Nomor. 2301/PID.Sus 

2013/PN.Tng. 

D. Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis 

maupun secara praktis, antara lain : 

1. Manfaat teoritis 

Untuk memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan dan kontribusi 

bagi peningkatan dan perkembangan ilmu hukum, khususnya bagi hukum pidana 

dan lebih khusus lagi mengenai  permasalahan  anak yang bekerja dan 

eksploitasi anak. 

2. Manfaat praktis 

a. Untuk menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada 

umumnya termasuk masukan bagi para Hakim dalam menjatuhkan putusan, guna 

menciptakan satu sistem peradilan pidana yang adil dan seimbang yang 

muaranya dapat mencegah/mengurangi terjadinya tindak pidana khususnya 

tindak pidana yang berkaitan dengan anak baik sebagai korban maupun pelaku 

tindak pidana.  

b. Memberikan manfaat kepada masyarakat agar lebih sadar dan peduli akan 

perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban eksploitasi sehingga dapat 

mewujudkan Indonesia menjadi negara yang layak anak. 
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E.  Kerangka Teori 

1. Teori Penjatuhan Putusan 

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori  yang bisa digunakan ketika majelis 

hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, antara lain :19 

a. Teori Keseimbangan 

Teori ini memiliki pengertian bahwa hakim ketika menjatuhkan putusan 

haruslah mempertimbangkan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan 

Undang-Undang, kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan 

perkara. 

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

Dalam menjatuhkan putusannya, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan 

dan hukuman yang dinilai wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Hakim dalam 

mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi mereka 

daripada pengetahuan pada hakim. 

 

 

c. Teori Pendekatan Keilmuan 

Menurut teori ini hakim didalam menjatuhkan sebuah perkara tidak hanya 

pada instink atau intuisi saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan ilmu 

pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam melengkapi suatu 

perkara yang harus diputuskannya. Dalam menjatuhkan putusan hendaklah hakim 

melakukannya secara sistematika dan penuh kehati-hatian. 
                                                             
19 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, Sinar 

Grafika, 2010, hlm. 102-112 
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d. Teori Pendekatan Pengalaman 

  Menurut Teori ini pengalaman seorang hakim merupakan hal yang 

membantunya didalam menjatuhkan sebuah putusan. Dari pengalamannya tersebut 

seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan 

dalam suatu perkara pidana baik kepada pelaku, korban atau kepada masyarakat. 

e. Teori Ratio Decidendi 

Dalam melakukan pendekatan teori ini hakim akan mempertimbangkan segala aspek 

yang berkaitan dengan pokok perkara yang disidangkan, kemudian hakim akan 

mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai 

dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, serta pertimbangan hakim harus 

didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberi keadilan 

bagi para pihak yang berpekara. 

2. Teori Tujuan Penjatuhan Hukuman 

a.  Teori Absolut atau pembalasan (absolute/vergeldingstheorie) 

 Menurut teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak 

boleh tidak, tanpa tawar-menawar, seorang mendapatkan pidana Karena telah 

melakukan kejahatan. Penjatuhan pidana tidak dilihat dari akibat apapun yang 

mungkin akan timbul dari dijatuhkannya pidana kepada pelaku, tetapi kepada 

kerugian di masyarakat yang ditimbulkan atas perbuatan pelaku.20 

b.  Teori Maksud dan Tujuan (relative/doeltheorie) 

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau 

tujuan dari hukum itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat 

                                                             
20 Wirdjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Eresco, Bandung, 

1986. Hlm. 21. 
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kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal21, diarahkan kepada 

usaha agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi 

(Prevensi).22 

c. Teori Gabungan (Verenigingstheorie) 

Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan kedua teori di atas. Gabungan 

kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk 

mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si 

penjahat.23 Penganut teori ini terdapat beberapa aliran. Yang pertama, yaitu 

menginginkan teori gabungan menitikberatkan unsur pembalasan dibandingkan 

dengan unsur prevensi, Karena menurut Pompe mengatakan : 

“Orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat 

dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap pada ada ciri-cirinya. Tetap tidak 

dapat dikecilkan artinya dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan Karena itu hanya akan 

diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi 

kepentingan umum.24 Kemudian Groitus mengembangangkan teori gabungan yang 

menitikberatkan pada keadilan mutlak yang diwujudkan pada pembalasan, tetapi 

yang berguna bagi masyarakat.25 

3. Teori keadilan  

Kajian Theo Huijbers menunjukkan ada dua paham filsafat  mengenai 

keterkaitan “Hukum dan “Keadilan”.  Paham aliran filsafat alam merefleksikan 

keadilan terletak pada hakikat hukum, dengan begitu hukum sama dengan keadilan. 

Hukum yang tidak adil bukan hukum. Thomas Aquinas, menyatakan “setiap orang 

secara moral hanya terikat untuk mentaati hukum yang adil, dan bukan kepada 

                                                             
21 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 

106. 
22 Wirdjono prodjodikoro, Op.cit.,  hlm. 23. 
23 Leden Marpaung, Op.cit., hlm.107. 
24 Andi Hamza, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta,2008. hlm. 36. 
25 Ibid., hlm. 37. 
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hukum yang tidak adil. Hukum yang tidak adil harus dipatuhi hanya apabila tuntutan  

keadaan yakni untuk menghindari skandal atau kekacauan”. Kemudian menurut 

paham aliran Empiris dan Positivisme Hukum, keterkaitan “hukum”  dan “keadilan” 

terefleksi dalam tujuan hukum. Ini berarti jika ada hukum yang tidak adil tetap 

berlaku sebagai aturan hukum, hanya tujuannya belum/atau tidak tercapai.26    

Plato mendefinisikan keadilan sebagai the supreme virtue of good state. 

Orang yang adil adalah the self-deciplined man whose passion are controlled by 

reason. Bagi Plato keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari suatu 

masyarakat yang membuat dan menjaganya kesatuannya. Keadilan hanya akan 

terbentuk apabila setiap anggota melakukan secara terbaik menurut  kemampuan 

fungsi yang selaras baginya.27 

Hans kelsen dalam bukunya berjudul “What is justice” menulis bahwa nilai 

keadilan tidak sama sifatnya dengan nilai hukum. Sejatinya norma yang digunakan 

untuk mendefinisikan keadilan beragam. Contohnya penganut Liberalisme 

menyatakan keadilan idealnya ialah kebebasan (freedom) sedangkan bagi kubu 

sosialis memandang kesetaraan (equality) ideal dari keadilan. Oleh Karena itu, nilai 

keadilan bersifat subjektif, sedangkan eksistensi dari nilai-nilai keadilan hukum 

dikondisikan oleh fakta-fakta yang dapat diuji secara objektif.28 

4. Teori Penemuan Hukum (rechtsvinding) 

                                                             
26 I Dewa Gede Admadja, Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis, Setara Perss, 

Malang, 2014, hlm. 70-71. 
27 Rizki Nurly Ainun, Tesis Magister : Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pidana Anak yang 

Berstatus Residivis, (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2016), hlm. 20-21. 
28  I Dewa Gede Atmadja, Op.Cit., hlm. 80. 
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Kewajiban dan tanggung jawab hakim tertuang sebagian besar di Undang-

Undang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa 

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”29 

Berpijak pada Undang-Undang tersebut diatas maka dalam mengadili  perkara yang 

di hadapinya maka hakim akan bertindak sebagai berikut30: 

a. Dalam kasus hukumnya atau Undang-Undangnya sudah jelas, maka hakim 

tinggal menerapkan saja hukumnya. 

b. Dalam kasus hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan 

hukum atau Undang-Undang melalui cara/metode penafsiran yang lazim 

berlaku dalam ilmu hukum. 

c. Dalam kasus  belum ada Undang-Undang tertulis yang mengaturnya, maka 

hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-

nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 

 

 

 

F.  Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif untuk mengkaji hukum 

positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, 

menafsirkan dan menilai norma-norma dan hukum positif yang mengatur  tentang 

                                                             
29 Undang-Undang RI, Nomor 48 Tahun 2009, Tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 5, 

Jakarta, 2009. 
30 Ahmad Rifai, Op.Cit., hlm. 13. 
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pengeksploitasian anak. Penelitian hukum normatif dapat dibedakan dalam penelitian 

inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan 

hukum konkret, penelitian terhadap sistematis hukum, dan yang terakhir penelitian 

terhadap taraf sinkronisasi.31 

2.  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

perundang-undangan (Statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 

menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang 

berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.32 

Selanjutnya penulis juga menggunakan metode pendekatan kasus (case 

approach) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah 

hukum dalam Praktik hukum. Terutama mengenai kasus yang telah diputus 

sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi 

fokus pada penelitian ini. 

3.  Sumber Bahan Hukum 

Sumber hukum yang utama yang dipergunakan dalam  penulisan penelitian ini 

diperoleh dari :  

                                                             
31 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif suatau tinjuan singkat, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2013. hlm 23. 
32 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Prenada Media Group, Jakarta 2005. Hlm. 34. 
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a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa Putusan hakim dari  

kasus-kasus yang diteliti dalam penelitian ini dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan kasus tersebut, yang terdiri dari : 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2002 tenang perlindungan anak. 

4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang. 

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 

b. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, putusan-putusan hakim 

lainnya, konsep dan teori hukum. 

c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum berupa bahan-bahan hukum normatif dilakukan 

dengan cara penelusuran dan pengumpulan dan studi dokumen baik secara 

konvensional maupun  dengan menggunakan teknologi informasi (internet). 

 

5. Analisis Bahan Hukum  

Bahan Hukum yang telah diperoleh, kemudian diolah berdasarkan asas-asas 

atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait. dari 
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pengolahan tersebut kemudian dianalisis dengan metode interpretasi/penafsiran 

Hukum yaitu berupa Penafsiran Sistematis. Penafsiran Sistematis adalah penafsiran 

dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-

norma hukum yang terkandung di dalamnya.33  Dari analisis yang dilakukan 

kemudian ditarik kesimpulan secara induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip 

khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari 

permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.34 

6. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan 

yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir 

pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. 35 hasil penelitian ini merupakan 

proposisi yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh 

kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang di angkat 

dalam penelitian ini.

                                                             
33 Bahder Johan Nasution,  Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, 

hlm. 96. 
34 Jhoni Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2006, 

hlm. 339. 
35 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, 

hlm. 10. 
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